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Karakteristik klausula kuasa menjual dalam perjanjian kuasa sebagai bagian dan perjanjian 

pemberian hak tanggungan digolongkan dalam perjanjian obligatoir karena parjanjian tersebut 

sumber dan perikatan sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 

prestasinya. Kuasa menjual berkaitan dengan kedudukan Pasal 1813 BW merupakan bentuk 

penyimpangan dan Pasal 1813 BW yang bersifat terbuka atau Regelentrechts. Selain itu kuasa 

menjual merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa atau biasa disebut 

dengan kuasa mutlak.    
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